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ABSTRAK 

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN 
DI PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF 

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang berwujud sebagai layanan 
umum, yang berfungsi sebagai aksesibilitas yang menghubungkan antara daerah 
dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sendiri telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Namun, saat 
ini infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi topik pembahasan yang 
menarik di Indonesia. Mengingat kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung 
yang rusak hingga menuai kritikan dari masyarakat. Permasalahan yang akan 
diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hak masyarakat atas 
infrastruktur jalan di Provinsi Lampung? (2)  bagaimana upaya pemerintah dalam 
pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber 
data sekunder, serta tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Pengolahan data analisis kualitatif dan tabulasi, serta 
bentuk kesimpulan yang deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) 
masyarakat memiliki hak dalam berpartisipasi, ikut berpendapat, dan 
mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan akibat kerusakan dan kesalahan 
pembangunan infrastruktur jalan. Namun pemerintah masih kurang cepat dalam 
menanggapi pengaduan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak, serta 
penetapan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian masyarakat. (2) 
pemerintah telah berupaya dengan mengalokasikan anggaran perbaikan 
infrastruktur jalan, melakukan pada 72 ruas perbaikan infrastruktur jalan, 
menetapkan target kemantapan jalan. Namun, kurangnya anggaran dan SDM yang 
memadai, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat yang masih kurang 
menjadi faktor penghambat upaya pemerintah. Maka penting untuk pemerintah 
meningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan SDM, dan meningkatkan 
pengawasan. Sehingga masyarakat akan memperoleh hak mereka, serta 
terhindarnya kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai di Provinsi Lampung. 

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Pemenuhan Hak, dan Provinsi Lampung. 

 



 
 

ABSTRACT 

FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS TO ROAD 
INFRASTRUCTURE IN LAMPUNG PROVINCE 

 

By 

SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF 

Road infrastructure is a public facility in the form of a public service, which 
functions as accessibility that connects regions and improves the community's 
economy. Road infrastructure itself is regulated in Law Number 2 of 2022 
concerning Roads. However, currently road infrastructure in Lampung Province is 
an interesting topic of discussion in Indonesia. Considering the damaged 
condition of road infrastructure in Lampung Province, it has attracted criticism 
from the public. The problems that will be examined in this research are (1) what 
are the community's rights to road infrastructure in Lampung Province? (2) what 
are the government's efforts to fulfill people's rights to road infrastructure in 
Lampung Province. This research uses normative legal research methods, with 
secondary data sources, as well as qualitative research types with statutory and 
conceptual approaches. Data processing, qualitative analysis and tabulation, as 
well as deductive conclusions. The results of the research show (1) the community 
has the right to participate, share opinions, and receive compensation for accidents 
resulting from damage and errors in road infrastructure construction. However, 
the government is still not quick enough to respond to public complaints regarding 
damaged road infrastructure, as well as determining compensation amounts that 
do not correspond to community losses. (2) the government has made efforts by 
allocating a budget for road infrastructure repairs, carrying out 72 sections of road 
infrastructure repairs, and setting targets for road stability. However, the lack of 
adequate budget and human resources, as well as inadequate community 
supervision and participation are factors hampering the government's efforts. So it 
is important for the government to increase community participation, improve 
human resources, and improve supervision. So that people will get their rights, 
and avoid inadequate road infrastructure conditions in Lampung Province. 

Keywords: Road Infrastructure, Fulfillment of Rights, and Lampung 
Province. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. i Latari Belakang 

Dalami konstitusii Indonesiai yaknii Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki 

Indonesiai Tahuni 1945,i negarai menjamini kesejahteraani masyarakatnyai yangi manai 

jugai merupakani salahi satui darii tujuani Negarai terutamai dalami pemberiani 

infrastrukturi jalani sebagaii saranai fasilitasi umumi yangi membantui masyarakati baiki 

sebagaii saranai aksesibilitasi maupuni sebagaii saranai dalami membanguni 

pertumbuhani ekonomii masyarakati Sehinggai turuti berperani sertai dalami 

memberikani kesejahteraani masyarakat.i Lebihi lanjuti dalami Pasali 34i Ayati (3)i 

Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i dimanai dengani 

jelasi menyatakani bahwai “Negarai bertanggungi jawabi atasi penyediaani fasilitasi 

pelayanani kesehatani dani fasilitasi layanani umumi yangi layak”.1
i Hali tersebuti 

termasuki infrastrukturi jalan,i dimanai infrastrukturi jalani sebagaii saranai fasilitasi 

publiki yangi termasuki kei dalami layanani umumi yangi diberikani pemerintahi untuki 

masyarakati dalami memperolehi fasilitasi jalani yangi amani dani nyamani saati 

mengendaraii transportasi.i  

Pembangunani infrastrukturi jalani i memilikii keterikatani yangi kuati dengani berperani 

besari dalami perekonomiani daerah,i dikarenakani pembangunani infrastrukturi jalani 

merupakani investasii dalami bentuki physicali capitali yangi berdampaki padai 

pertumbuhani ekonomii jangkai panjang.2
i Sehinggai pentingi bagii pemerintahi untuki 

memenuhii infrastrukturi jalani kepadai masyarakati agari masyarakati dapati hidupi 

 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 D. Nihayah and G Kurniawan, (2021), “Impact of Road Infrastructure and Foreign Direct 
Investment to Asean Economy,” Economics Development Analysis Journal 10, 
https://shorturl.at/movO2. Diakses pada  1 Januari 2024. 
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dengani sejahtera,i karenai kemudahani dalami aksesibilitasi dalami bepergiani sertai 

layanani sosiali yangi akani berpengaruhi dalami meningkatkani perekonomian. 

Dalami Pasali 9i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022i tentangi Perubahani 

Keduai Atasi Undang-Undangi Nomori 38i Tahuni 2004i tentangi Jalan,i menyatakani 

bahwai infrastrukturi jalani sendirii berdasarkani statusnyai dikelompokkani menjadii 

Jalani Nasional,i Jalani Provinsi,i Jalani Kabupaten,i Jalani Kota,i dani Jalani Desa.i 

Penelitiani inii sendirii berfokuskani padai infrastrukturi Jalani Provinsi,i dimanai 

berdasarkani Pasali 9i Ayati (7)i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022i tentangi Jalani 

yangi dimaksudi Jalani Provinsii merupakani jalani kolektori dalami sistemi jaringani 

jalani primeri yangi menghubungkani ibukotai provinsii dengani ibukotai kabupaten/i 

kota,i ataui antari ibukotai kabupaten/kota,i dani jalani strategisi provinsi.i Dimanai padai 

intinyai pembangunani jalani provinsii diprioritaskani untuki memenuhii kepentingani 

provinsii dengani berdasarkani pertimbangani untuki membangkitkani pertumbuhani 

ekonomi,i kesejahteraan,i dani keamanani provinsi. 

Berdasarkani Neracai Dataseti Kementeriani Pekerjaani Umumi dani Perumahani 

Rakyati yangi selanjutnyai disingkati dengani PUPRi padai tahuni 2021i darii totali 

panjangi jalani 1.693,27i km,i dengani kondisii permukaani jalani baiki tercatati 

sepanjangi 64,45%i (1.091,24i km),i kondisii permukaani jalani sedangi tercatati 

sepanjangi 11,60%i (196,40i km),i kondisii permukaani jalani rusaki ringani tercatati 

sepanjangi 14,14%i (239,44i km),i dani kondisii permukaani jalani rusaki berati tercatati 

sepanjangi 9,815%i (166,20i km).3
i Padai tahuni 2023i tingkati kerusakani jalani dii 

Lampungi sendirii adalahi sebesari 5.613i kmi dengani tingkatani rusaki ringani dani 

5.436i kmi tingkatani rusaki berat,i dengani kategorii jalani provinsii tercatati sepanjangi 

405i kmi dinyatakani mengalamii kerusakan.4
i Darii data-datai tersebuti dapati dilihati 

kurangnyai pemenuhani haki masyarakati atasi fasilitasi infrastrukturi jalani dii Provinsii 

Lampung,i dengani tingkati panjangi kerusakani jalani Provinsii Lampungi yangi cukupi 

tinggi. 

 
3 Ditjen Bina Marga, 2021, “Neraca Dataset Kondisi Permukaan Jalan Provinsi,”  
https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-dataset-kondisi-permukaan-jalan-provinsi. Diakses pada 9 
Maret 2023. 
4 Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, 2023, “Porsi APBN Infrastruktur Jalan Lampung,” detikNews, 
https://shorturl.at/cxyDY . Diakses pada 9 Maret 2023. 
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Sebagaimanai diaturi dalami Pasali 15i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 

2022,i Pemerintahi Provinsii Lampungi memilikii wewenangi dalami penyelenggaraani 

Jalani Provinsi.i Dimanai kewenangani dalami penyelenggaraani Jalani Provinsii 

sendirii meliputii kewenangani dalami pengaturan,i pembinaan,i pembangunan,i dani 

pengawasani jalani provinsi.i Pengaturani tersebuti jugai dipertegasi dengani kembalii 

tertuangi dalami Pasali 58i Ayati (2)i Peraturani Pemerintahi Nomori 38i Tahuni 2006i 

tentangi Jalan.i Bahkan,i berdasarkani Pasali 59i Ayati (1)i Peraturani Pemerintahi 

Nomori 38i Tahuni 2006i yangi berbunyii “Sebagiani wewenangi Pemerintahi dalami 

pembangunani jalani nasionali yangi meliputii perencanaani teknis,i pelaksanaani 

konstruksi,i sertai pengoperasiani dani pemeliharaani dapati dilaksanakani olehi 

pemerintahi provinsi.”5
i Pemerintahi provinsii jugai memilikii sebagiani kewenangani 

pemerintahi dalami pembangunani jalani nasionali yangi manai meliputii perencanaani 

teknis,i pelaksanaani konstruksi,i sertai pengoperasiani hinggai pemeliharaan.i 

Meskipuni sejauhi inii dalami Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi sertai dalami 

Peraturani Gubernuri Provinsii Lampungi terkaiti infrastrukturi jalan,i hanyai 

mencangkupi infrastrukturi jalani provinsii darii segii organisasii yangi bersangkutani 

hinggai retribusii muatani lebihi sertai uangi jaminani atasi pemanfaatani ruangi miliki 

jalan. 

Dalami Pasali 1i Angkai 7i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022,i Pembangunani 

Jalani adalahi kegiatani penyusunani programi dani anggaran,i perencanaani teknis,i 

pengadaani tanah,i pelaksanaani konstruksi,i pengoperasiani Jalan,i dan/i ataui 

preservasii jalan.i Dii sampingi adanyai pembangunani dani pengadaani Jalan,i 

pemeliharaani atasi Jalani yangi sudahi adai merupakani satui hali yangi sangati penting.i 

Hali tersebuti dijelaskani secarai lebihi lanjuti dalami Pasali 35Gi Ayati (1)i Undang-

Undangi Nomori 2i Tahuni 2022.i Dimanai Preservasii jalani merupakani kegiatani yangi 

pemeliharaani rutin,i pemeliharaani berkala,i rehabilitasi,i rekonstruksi,i dani 

pelebarani menujui standar.i Berdasarkani ketentuani tersebut,i perbaikani jalani 

merupakani kegiatani yangi termasuki kei dalami kategorii pembangunani infrastrukturi 

jalani sebagaii bentuki layanani masyarakati dalami pemenuhani haki masyarakati 

dalami memperolehi infrastrukturi jalani sertai sebagaii bentuki upayai pemeliharaani 

 
5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan. 
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dani rehabilitasii jalani Sehinggai jalani dapati berfungsii dengani baiki sehinggai 

mencapaii umuri yangi telahi direncanakan.i  

Dengani adanyai kewenangani dalami penyelenggaraani Jalani Provinsii yangi dimilikii 

Pemerintahi Provinsii Lampung,i disampingi datai tingkati kerusakani Jalani Provinsii 

Lampung.i Dapati dikatakani Pemerintahi Provinsii Lampungi memilikii perani pentingi 

dalami mengatasii permasalahani terkaiti tingkati kerusakani jalani dii Provinsii 

Lampung.i Sehinggai Pemerintahi Provinsii Lampungi memilikii perani tanggungi 

jawabi yangi pentingi dalami perbaikani infrastrukturi jalani yangi rusaki sebagaii upayai 

Preservasii Jalani dalami bentuki kegiatani pemeliharaani berkalai jalan. 

Saati ini,i infrastrukturi jalani menjadii sorotani masyarakat.i Terlebihi pascai kasusi 

virali infrastrukturi jalani yangi buruki dii daerahi Lampungi tepatnyai dii daerahi 

Lampungi Tengahi yangi menariki perhatiani Presideni Indonesiai ke-6i yaknii Bapaki 

Ir.i H.i Jokoi Widodo.i Dimanai kondisii infrastrukturi jalani dii kawasani Lampungi 

Tengahi dapati dikatakani tidaki baiki karenai kondisii jalani yangi rusaki sehinggai 

membentuki lubangi yangi akhirnyai membuati genangani air.i Kondisii infrastrukturi 

jalani yangi rusaki dani sudahi lamai tidaki dilakukani perbaikani jalani membuati 

kendaraani masyarakati sekitari yangi menggunakani jalani rusaki sehinggai terancami 

terjadinyai kecelakaani akibati penggunaani infrastrukturi jalani yangi rusak.i Hali 

tersebuti jugai dialamii olehi Presideni ke-6i Indonesiai sertai aparati pemerintahi yangi 

turuti melakukani pengecekani dani percobaani jalani yangi rusaki dii Lampungi Tengah. 

Menuruti pendapati Prasetyoi Adei i Yute,i dampaki yangi dapati ditimbulkani darii 

kerusakani infrastrukturi jalani sendirii meliputii adanyai kecelakaani kendaraan,i 

ketidaknyamanani pengendara,i terganggunyai perekonomiani masyarakat,i dampaki 

terhadapi sosiali budaya,i biayai perawatani kendaraan,i dani terganggunyai kesehatani 

tubuh.6
i Dengani datai kerusakani infrastrukturi jalani yangi rusaki tersebuti sertai 

dampaki yangi dapati ditimbulkani darii kerusakani infrastrukturi jalan,i pemerintahi 

sebagaii pihaki penyelenggarai jalani memilikii tanggungi jawabi dani tugasi untuki 

melakukani preservasii jalani berupai pemeliharaani dani perbaikani jalan.i 

 
6 I Gusti Agung, et al., (2022), “Analisis Penyebab Dan Dampaknya Kerusakan Infrastruktur Jalan 
Terhadap Para Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus: Ruas Jalan Benteng Jawa, 
Kabupaten Manggarai Timur),” Jurnal Ilmiah Kurva Teknik 11, no. 2 (2022): 32–36, https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/jikt. Diakses pada 1 Januari 2024. 
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Sebagaimanai ketentuani Pasali 24i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 2009i 

tentangi Lalui Lintasi Dani Angkutani Jalan,i bahwai pemerintahi sebagaii 

penyelenggarai jalani bertugasi untuki segerai memperbaikii jalani yangi rusaki yangi 

mampui mengakibatkani kecelakaani lalui lintas.i Maka,i Presideni Indonesiai ke-6i 

dalami wawancaranyai saati kunjungani untuki pengecekani kondisii jalani Provinsii 

Lampungi mengatakani akani adai penganggarani danai darii pusati untuki perbaikani 

infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampungi sebesari Rpi 800i Miliar.i Penganggarani 

danai yangi telahi dijanjikani olehi Presideni darii Pemerintahi Pusat,i merupakani 

anggarani Danai Transferi Khususi yangi selanjutnyai disingkati dengani DAK.i  

Sebagaimanai ketentuani yangi diaturi dalami Pasali 33i Ayati (1)i Undang-Undangi 

Nomori 2i Tahuni 2022,i dimanai dalami penganggarani pembangunani jalani umumi 

baiki tingkati nasional,i provinsi,i kabupaten,i kota,i maupuni desai menjadii tanggungi 

jawabi Pemerintahi Pusat,i Pemerintahi Daerah,i dani Pemerintahi Desai sesuaii dengani 

kewenangannya.7
i Namun,i Pemerintahi Pusati jugai dapati memberikani bantuani 

anggarani kepadai Pemerintahi Daerahi terkaiti pembangunani jalani umumi dii daerahi 

sebagaimanai dijelaskani lebihi lanjuti dalami Ayati (2).i Maka,i berdasarkani ketentuani 

yangi telahi berlakui Pemerintahi Pusati memilikii tanggungi jawabi dalami 

penyelenggaraani infrastrukturi jalani untuki masyarakati daerahi termasuki 

masyarakati Provinsii Lampung.i Selaini itu,i berdasarkani Pasali 15i Ayati (3)i Undang-

Undangi Nomori 38i Tahuni 2004i menyatakani bahwai “Dalami hali pemerintahi 

provinsii belumi dapati melaksanakani sebagiani wewenangnyai sebagaimanai 

dimaksudi padai ayati (1),i pemerintahi provinsii dapati menyerahkani wewenangi 

tersebuti kepadai Pemerintah.”i Dimanai dalami hali inii pemerintahi provinsii dapati 

menyerahkani kewenangani dalami penyelenggaraani jalani provinsi,i apabilai 

pemerintahi provinsii belumi bisai melaksaksanakani kewenangannyai dalami 

penyelenggaraani jalani provinsii kepadai masyarakati daerahnya. 

i Namun,i Pasali 15i Ayati (3)i Undang-Undangi Nomori 38i Tahuni 2004i telahi diubahi 

dengani Pasali 15i Ayati (3)i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022.i Dengani 

berbunyii “Dalami hali Pemerintahi Daerahi provinsii belumi dapati melaksanakani 

wewenangi pembangunani Jalani sebagaimanai dimaksudi padai Ayati (1),i Pemerintahi 

 
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
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Pusati melakukani pengambilalihani pelaksanaani urusani Pembangunani Jalani 

provinsi.”i Sehinggai bukani pemerintahi provinsii yangi menyerahkani 

kewenangannya,i namuni pemerintahi pusati yangi melakukani pengambilalihani i atasi 

penyelenggaraani jalani provinsii apabilai pemerintahi daerahi belumi dapati 

menjalankani kewenangannyai terkaiti penyelenggaraani jalani provinsi. 

Banyaknyai masyarakati yangi merasakani tidaki mendapatkani fasilitasi infrastrukturi 

jalani dani layak,i sertai maraknyai kasusi infrastrukturi jalani yangi rusaki dii Lampungi 

yangi menjadii sorotani masyarakati Indonesia.i Hali tersebuti telahi disuarakani olehi 

masyarakat,i dengani melaluii pengaduani atasi kerusakani jalani yangi sudahi selamai 7i 

tahuni tidaki dilakukani perbaikan.i Tercatati telahi diterimai 6i laporani pengaduani 

kepadai ombudsmani atasi kerusakani infrastrukturi jalani dii Lampung.8
i Atasi kasusi 

infrastrukturi jalani yangi rusaki dii Lampungi tersebut,i menjadii hali yangi sangati 

menariki untuki ditelitii dani dikaji.i Tingkati kerusakani jalani Provinsii Lampungi yangi 

tercatati sebesari 405i km,i menjadii dasari dalami menelitii pemenuhani haki atasi 

fasilitasi infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung.i  

Mengingati kembali,i bahwai kegiatani pemeliharaani jalani provinsii merupakani suatui 

tugasi dani fungsii darii Dinasi Binai Margai dani Binai Konstruksii Provinsii Lampung.9
i 

Yangi dalami hali inii merupakani Dinasi Binai Margai dani Binai Konstruksii Provinsii 

Lampung,i yangi manai berdasarkani Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 11i 

Tahuni 1994i tentangi Organisasii Dani Tatai Kerjai Dinasi Lalui Lintasi Dani Angkutani Jalani 

Provinsii Daerahi Tingkati Ii Lampungi dibantui olehi Dinasi Lalui Lintasi dani Angkutani Jalani 

Provinsii Daerahi Tingkati Ii Lampung.i Makai darii itui disusunlahi penelitiani inii dengani 

juduli “Pemenuhani Haki Masyarakati Atasi Infrastrukturi Jalani Dii Provinsii 

Lampung”.i Dengani rumusani pembahasani permasalahani yangi meliputii bagaimanai 

haki masyarakati atasi infrastrukturi jalani berdasarkani pengaturani perundang-

undangani yangi berlaku,i sertai bagaimanai upayai pemerintahi dalami pemenuhani haki 

masyarakati atasi fasilitasi infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung.i Penelitiani inii 

 
8 Perwakilan Lampung, 2023, “Ombudsman Lampung Terima 6 Laporan Jalan Provinsi,”  
https://shorturl.at/pAGHT. Diakses pada 9 Maret 2023. 
9 Afrisol Putra, Dikpride Despa, and Herry Wardono, (2022), “Kajian Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Jalan Dan Jembatan Wilayah V Sebagai Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jalan 
Provinsi Dengan Cara Swakelola,” Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) 1, no. 1: 1–7, 
https://rb.gy/2ufqs0. Diakses pada 1 Januari 2024. 
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bertujuani dalami memahamii lebihi lanjuti terkaiti haki masyarakati terkaiti 

infrastrukturi jalani dani perani sertai masyarakati dalami penyelenggaraani 

infrastrukturi jalani yangi baik.i Sertai memahamii upayai pemerintahi dalami 

pemenuhani haki masyarakati atasi fasilitasi infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung,i 

dani faktori yangi menjadii penghambati pemerintahi dalami pemenuhani haki 

masyarakati atasi infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung. 

 
1.2. Rumusani Masalah 

Berdasarkani penjabarani yangi melatari belakangii penelitian,i rumusani masalahi 

yangi akani menjadii fokusani utamai dalami penelitiani adalah: 

1. Bagaimanai haki masyarakati atasi infrastrukturi jalani berdasarkani pengaturani 

perundang-undangani yangi berlaku? 

2. Bagaimanai upayai pemerintahi dalami pemenuhani haki masyarakati atasi 

infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung? 

 
1.3. Tujuani Penelitian 

Penelitiani inii padai dasarnyai disusuni dengani tujuani sebagaii salahi satui pemenuhani 

syarati dalami memperolehi kelulusani sertai gelari sarjanai hukumi yangi manai 

merupakani salahi satui bagiani prosesi perkuliahani dengani maksudi melatihi 

kemampuani dalami memecahkani permasalahani hukumi yangi sedangi terjadii dii 

Indonesia. 

Selaini darii pemenuhani syarati kelulusan,i penelitiani inii jugai dilakukani dengani 

tujuan: 

1. Memberikani pemahamani terkaiti pengaturani haki masyarakati atasi 

infrastrukturi jalani dani perani sertai masyarakati dalami penyelenggaraani 

infrastrukturi jalani yangi baik,i berdasarkani peraturani perundang-undangani 

yangi berlaku. 

2. Memahamii dani mengetahuii bagaimanai upayai pemerintahi pemenuhani haki 

masyarakati atasi infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung.i Sertai faktori yangi 

menjadii penghambati pemerintahi dalami pemenuhani haki masyarakati atasi 

infrastrukturi jalani dii Provinsii Lampung.i  



 
 

 

BABi II 
TINJAUANi PUSTAKA 

 

2.1. Artii Pentingi Penyelenggaraani Infrastrukturi Jalani Dalami Konteksi Sosiali 

Budayai Ekonomi 

Sebagaimanai pernyataani Pasali 33i Ayati (4)i Undang-Undangi Dasari Negarai 

Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i yangi sebagaimanai berbunyii “bahwai 

infrastrukturi jalani sebagaii salahi satui pilari utamai untuki kesejahteraani umumi dani 

sebagaii prasaranai dasari dalami layanani umumi dani pemanfaatani sumberi dayai 

ekonomii sebagaii bagiani darii sistemi transportasii nasionali melaluii pendekatani 

pengembangani wilayahi agari tercapaii konektivitasi antari pusati kegiatan,i 

keseimbangani dani pemerataani pembangunani antardaerah,i peningkatani 

perekonomiani pusati dani daerahi dalami kesatuani ekonomii nasional”.10
i Dalami hali 

inii secarai tegasi menyatakani bahwai penyelenggaraani jalani merupakani salahi satui 

upayai pemerintahi dalami meningkatkani sosiali budayai dani ekonomii masyarakat,i 

sehinggai terwujudnyai kesejahteraani masyarakat. 

Darii segii pengertiannya,i sebagaimanai dijelaskani dalami KBBIi infrastrukturi adalahi 

saranai dani prasaranai yangi diperlukani untuki mendukungi suatui sistemi ataui 

organisasi.i Sedangkani menuruti Americani Publici Worksi Association,i pengertiani 

darii infrastrukturi sendirii adalahi fasilitas-fasilitasi fisiki yangi dikembangkani ataui 

dibutuhkani olehi agen-ageni publiki untuki fungsi-fungsii pemerintahani dalami 

penyediaani air,i tenagai listrik,i pembuangani limbah,i transportasii dani layanan-

layanani similari untuki memfasilitasii tujuan-tujuani sosiali dani ekonomi.11
i 

 
10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
11 Cindy Ayu Lestari et al., (2023), “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan 
Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun,” 
Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 2, https://rb.gy/fwon1a.  Diakses pada 1 Januari 2024. 
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Sementarai parai ahlii sendirii memilikii pendapati yangi berbeda-bedai terkaiti darii 

pengertiani infrastrukturi itui sendiri,i diantaranya: 

1. Menuruti pendapati Grigg,i infrastrukturi adalahi sebuahi sistemi yangi 

memberii layanani yangi diperlukani sepertii transportasi,i bangunan,i sertai 

fasilitasi umumi yangi lain.12 

2. Menuruti pendapati Mulyadii Sumarto,i infrastrukturi adalahi suatui sistemi 

yangi terdirii darii saranai dani prasaranai yangi dibanguni untuki mendukungi 

kegiatani manusiai dalami berbagaii bidang.13 

3. Menuruti pendapati Mankiw,i infrastrukturi sendirii merupakani wujudi darii 

publici capitali (modali publik)i yangi dibentuki darii investasii yangi dilakukani 

pemerintah.14 

4. Menuruti pendapati Fadeli Muhammad,i pengertiani infrastrukturi merujuki 

padai sistemi fisiki dalami menyediakani transportasi,i pengairan,i drainase,i 

bangunan-bangunani gedungi dani fasilitasi publiki laini sepertii listrik,i 

telekomunikasi,i airi bersihi dani sebagainya,i yangi dibutuhkani untuki 

memenuhii kebutuhani dasari manusiai dalami lingkupi sosiali dani ekonomi.15 

Darii penjelasani terkaiti pengertian-pengertiani darii infrastrukturi dii atas,i padai 

intinyai infrastrukturi merupakani saranai fasilitasi umumi yangi dapati berupai 

bangunan,i jalan,i jembatan,i salurani pembuangani yangi diberikani pemerintahi 

sebagaii bentuki investasi.i Infrastrukturi seringi dinyatakani sebagaii investasii 

pemerintah,i dimanai infrastrukturi berperani bagii pemerintahi dalami memenuhii 

kebutuhani masyarakati sehinggai masyarakati dapati hidupi dengani sejahtera.i Sertai 

mendukungi pertumbuhani perekonomiani dalami duniai usaha,i dengani tujuani 

menunjangi produktivitasi dani pertumbuhani output.i Komitei Pemantauani 

Pelaksanaani Otonomii Daerahi sendirii mendefinisikani faktor-faktori yangi dominani 

mempengaruhii dayai tariki investasii daerahi salahi satunyai infrastrukturi fisik,i yangi 

 
12 N. S. Grigg, 1988, Infrastructure Engineering And Management (New York: Wiley). 
13 Reky Prayogo and Darmawan Pontan, (2021), “Identification of Dominant Factors Levels for 
Tourism Infrastructure Development of Natural Reserves,” Prosiding Seminar Intelektual Muda 3, 
no. 1988, https://rb.gy/jpc2x9. Diakses pada 1 Januari 2024. 
14 Mastura Karateng, Mulyadi Mulyadi, and Masweni Masweni, (2023), “Pengaruh Pembangunan 
Infrastruktur Jalan Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lauwa Kecamatan 
Pitumpanua Kabupaten Wajo,” Journal of Research and Development on Public Policy 2, no. 2: 
98–113, https://shorturl.at/lovpS.  Diakses pada 1 Januari 2024. 
15 Muhammad Fadel, 2004, Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah) (Jakarta: PT. 
Elex Media Komputindo). 
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diantaranyai infrastrukturi jalani yangi menariki daerahi tersebuti untuki dijadikani 

daerahi investasii untuki investor.16
i Sehingga,i pentingi adanyai perani Pemerintahi 

Daerahi dalami menyediakani infrastrukturi terutamai infrastrukturi jalani yangi amani 

dani strategisi sebagaimanai kebutuhani daerahi dengani gunai dalami menariki investori 

untuki meningkatkani perekonomiani daerah. 

Sedangkani pengertiani jalani sendiri,i secarai tegasi diaturi dalami peraturani 

perundang-undangani yangi berlaku.i Dalami Pasali 1i Angkai 1i Undang-Undangi 

Nomori 2i Tahuni 2022,i Jalani adalahi prasaranai transportasii darati yangi meliputii 

segalai bagiani jalan,i termasuki bangunani penghubung,i bangunani pelengkapi dani 

perlengkapannyai yangi diperuntukkani bagii lalui lintas,i yangi beradai padai 

permukaani tanah,i dii bawahi permukaani tanah,i dan/ataui air,i sertai dii atasi 

permukaani air,i kecualii jalani rel,i jalani lori,i dani jalani kabel.i Mengutipi pendapati 

Adjii Adisasmita,i “jalani merupakani prasaranai transportasii dasari yangi meliputii 

bagiani jalani termasuki bangunani pelengkapi dani perlengkapannyai yangi 

diperuntukkani bagii lalui lintas,i yangi beradai padai permukaani tanah,i dii atasi 

permukaani tanah,i dii bawahi permukaani tanahi ataui airi sertai dii atasi permukaani 

air”.17
i Jalani merupakani salahi satui bentuki fasilitasi infrastrukturi yangi disediakani 

pemerintahi yangi berfungsii sebagaii aksesibilitasi untuki masuki kei suatui daerah.i 

Sementarai dalami Pasali 5i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 38i Tahuni 2004,i 

dijelaskani bahwai jalani merupakani bagiani prasaranai transportasii yangi berperani 

pentingi dalami bidangi ekonomi,i sosiali budaya,i lingkungani hidup,i politik,i 

pertahanani dani keamanan,i sertai kemakmurani rakyati sebesar-besarnya. 

Infrastrukturi jalani sendirii adalahi salahi satui penunjangi pertumbuhani dani 

produktivitasi padai suatui negarai yangi mempengaruhii prosesi produksi,i jasai 

sehinggai pengembangani wilayahi menujui keselarasani pertumbuhani regional,i 

pedesaan,i sertai perkotaan.18
i Infrastrukturi jalan,i merupakani fasilitasi umumi yangi 

diberikani pemerintahi yangi bergunai sebagaii aksesibilitasi penghubungi antari daerahi 

yangi berfungsii dalami meningkatkani perekonomiani sertai meningkatkani 

 
16 Awal. N Bahason, 2022, Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Investasi Infrastruktur 
Sulawesi Tengah (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media). 
17 Sakti Adji Adisasmita, 2011, Transportasi Dan Pengembangan Wilayah (Yogyakarta: Graha 
Ilmu). 
18 Andi Setyo Pambudi, Sri Hidayati, and Bambang Pramujo, (2022), “Analisis Permasalahan 
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Provinsi Papua Barat,” Jurnal Ilmu Administrasi Publik 7, no. 
2, https://shorturl.at/DOSo2. Diakses pada 1 Januari 2024. 
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kesejahteraani masyarakat.i infrastrukturi jalani seringi dikatakani sebagaii alati 

investasii pemerintah,i dimanai infrastrukturi jalani merupakani salahi satui aseti 

pemerintahi yangi memilikii fungsii utamai yaknii meningkatkani perekonomian.i Hali 

tersebuti dikarenakani infrastrukturi jalani seringi digunakani dalami kegiatani 

distribusii barang,i sertai digunakani sebagaii saranai aksesibilitasi pengunjungi ataui 

konsumeni kei tempati usahai masyarakati sekitari maupuni wisatai daerahi setempat.i 

Perani infrastrukturi jalani dalami kegiatani distribusii sendirii telahi diaturi dalami i 

Pasali 5i Ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 38i Tahuni 2004i yangi berbunyii “Jalani 

sebagaii prasaranai distribusii barangi dani jasai merupakani urati nadii kehidupani 

masyarakat,i bangsa,i dani negara”.19
i Berdasarkani pernyataani ketentuani Pasali 5i 

Ayati (2)i tersebuti dapati dilihati bahwai infrastrukturi jalani memilikii perani pentingi 

dalami penyelenggaraani Negarai sertai dalami kehidupani masyarakat. 

Pemerintahi dalami menyediakani fasilitasi infrastrukturi jalani tentunyai haruslahi 

memenuhii syarati laiki fungsii jalan,i sebagaimanai ketentuani yangi diaturi dalami 

Pasali 22i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 2009.i Sehinggai infrastrukturi 

jalani dapati digunakani olehi masyarakati dengani amani dani nyaman.i Hali tersebuti 

sesuaii dengani tujuani darii penyelenggaraani jalani sendirii yangi dijelaskani dalami 

ketentuani Pasali 3i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022,i yaknii dalami 

mewujudkan: 

a. Ketertiban,i keamanan,i kelancaran,i keselamatani arusi penumpangi dani 

barang,i sertai kepastiani hukumi dalami penyelenggaraani jalan. 

b. Penyelenggaraani jalani yangi mampui mendorongi pertumbuhani ekonomi,i 

percepatani distribusii logistik,i pemerataani pembangunan,i dani 

implementasii pembangunani jalani berkelanjutan. 

c. Perani penyelenggarai jalani secarai optimali dalami pemberiani layanani 

kepadai masyarakat. 

d. Layanani jalani yangi andali dani primai sertai berpihaki padai kepentingani 

masyarakati dengani memenuhii kinerjai jalani yangi laiki fungsii dani berdayai 

saing. 

e. Sistemi jaringani jalani yangi efisieni dani efektifi untuki mendukungi 

terselenggaranyai sistemi transportasii yangi terpadu. 

 
19 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
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f. Pengusahaani jalani toli yangi transparan,i akuntabel,i dani berkeadilani sertai 

memenuhii SPM. 

g. Partisipasii masyarakati dalami penyelenggaraani jalan. 

h. Sistemi jaringani jalani yangi berkelanjutan. 

Agari tujuani dalami penyelenggaraani Jalani tersebuti tercapai,i berdasarkani Pasali 2i 

Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022i dalami penyelenggaraani Jalani tentunyai 

haruslahi dilaksanakani dengani berdasarkani asasi kemanfaatan,i asasi keselamatan,i 

asasi keamanani dani kenyamanan,i asasi persatuani dani kesatuan,i asasi efisiensii dani 

efektivitas,i asasi keadilan,i asasi keserasian,i keselarasan,i dani keseimbangan,i asasi 

keterpaduan,i asasi kebersamaani dani kemitraan,i asasi berkelanjutan,i asasi 

transparansii dani akuntabilitas,i sertai terakhiri asasi partisipatif.i Sehinggai 

penyelenggaraani jalani dengani yangi berlandaskani asas-asasi yangi dimaksudi dapati 

menghasilkani Infrastrukturi Jalani yangi dapati mensejahterakani masyarakati sertai 

dapati membantui meningkatkani perekonomiani masyarakat. 

Infrastrukturi jalani sendirii berdasarkani Pasali 56i Ayati (3)i Peraturani Menterii 

Pekerjaani Umumi Dani Perumahani Rakyati Republiki Indonesiai Nomori 5i Tahuni 

2023i tentangi Persyaratani Teknisi Jalani Dani Perencanaani Teknisi Jalan,i 

dikelompokkani dalami beberapai kelasi berdasarkani fungsii dani intensitasi lalui lintasi 

sertai dayai dukungi lalui lintasi dengani tujuani untuki kepentingani pengaturani 

penggunaani jalani dani kelancarani lalui lintasi dani angkutani jalan.i Sertai berdasarkani 

dayai dukungi untuki menerimai muatani sumbui terberati dani dimensii kendaraani 

bermotor.i Pengelompokani jalani dalami beberapai kelasi sendirii meliputi: 

a. Jalani kelasi I,i yangi terdirii darii jalani arterii dani kolektori yangi dapati dilaluii 

kendaraani bermotori dengani ukurani lebari tidaki melebihii 2.500i milimeter,i 

sertai ukurani panjangi tidaki melebihii 18.000i milimeter,i dani muatani sumbui 

terberati 10i ton. 

b. Jalani kelasi II,i yangi terdirii darii jalani arteri,i kolektor,i lokal,i dani lingkungani 

yangi dapati dilaluii kendaraani bermotori dengani dengani ukurani lebari tidaki 

melebihii 2.500i milimeter,i ukurani panjangi tidaki melebihii 12.000i milimeter,i 

ukurani palingi tinggii 4.200i milimeter,i dani muatani sumbui terberati 8i i ton. 

c. Jalani kelasi III,i yangi terdirii darii jalani arteri,i kolektor,i lokal,i dani lingkungani 

yangi dapati dilaluii Kendaraani Bermotori dengani ukurani lebari tidaki melebihii 
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2.100i milimeter,i ukurani panjangi tidaki melebihii 9.000i milimeter,i ukurani 

palingi tinggii 3.500i milimeter,i dani muatani sumbui terberati 8i ton. 

d. Jalani kelasi khusus,i yangi terdirii darii jalani arterii yangi dapati dilaluii 

Kendaraani Bermotori dengani ukurani lebari melebihii 2.500i milimeter,i ukurani 

panjangi melebihii 18.000i milimeter,i ukurani palingi tinggii 4.200i milimeter,i 

dani muatani sumbui terberati lebihi darii 10i ton. 

Sebagaimanai diaturi dalami Pasali 6i Ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 

2022,i jalani berdasarkani peruntukannyai terdirii atasi jalani umumi dani jalani khusus.i 

Jalani umumi dibagii kembalii berdasarkani fungsii dani statusnya.i Berdasarkani 

fungsinyai jalani umumi dikelompokkani menjadi: 

a. Jalani arteri,i yangi merupakani jalani umumi yangi berfungsii melayanii 

angkutani utamai dengani cirii perjalanani jaraki jauh,i kecepatani rata-ratai 

tinggi,i dani jumlahi jalani masuki dibatasii secarai efisien. 

b. Jalani kolektor,i yangi merupakani jalani umumi yangi berfungsii melayanii 

angkutani pengumpuli ataui pembagii dengani cirii perjalanani jaraki sedang,i 

kecepatani rata-ratai sedang,i dani jumlahi jalani masuki dibatasi. 

c. Jalani lokal,i yangi merupakani jalani umumi yangi berfungsii melayanii 

angkutani setempati dengani cirii perjalanani jaraki dekat,i kecepatani rata-ratai 

rendah,i dani jumlahi jalani masuki tidaki dibatasi. 

d. Jalani lingkungan,i yangi merupakani jalani umumi yangi berfungsii melayanii 

angkutani lingkungani dengani cirii perjalanani jaraki dekati dani kecepatani 

rata-ratai rendah. 

Sedangkani jalani umumi berdasarkani statusnyai dikelompokkani kei dalami Jalani 

Nasional,i Jalani Provinsi,i Jalani Kabupaten,i Jalani Kota,i dani Jalani Desa.i Jalani 

Provinsii yangi dimaksudi sendiri,i meliputi: 

a. Jalani kolektori dalami sistemi jaringani jalani primeri yangi menghubungkani 

ibui kotai provinsii dengani ibui kotai kabupaten/kotai yangi merupakani jalani 

kolektori primer.i  

b. Jalani kolektori dalami sistemi jaringani jalani primeri yangi menghubungkani 

antari ibukotai dengani kabupaten/kotai yangi merupakani jalani kolektori 

primer. 
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c. Jalani strategisi provinsii yangi pembangunannyai diprioritaskani untuki 

melayanii kepentingani provinsii berdasarkani pertimbangani untuki 

membangkitkani pertumbuhani ekonomi,i kesejahteraan,i dani keamanan. 

Dalami hali Jalani Provinsi,i pemerintahi daerahi Provinsii Lampungi memilikii 

wewenangi dalami penyelenggaraani Jalani Provinsii yangi meliputii pengaturan,i 

pembinaan,i pembangunan,i dani pengawasani Jalani Provinsi.i Pengaturani Jalani 

Provinsii sendirii mencangkupi perumusani kebijakani penyelenggaraani Jalani 

Provinsii yangi berdasarkani i kebijakani nasionali dii bidangi jalan,i penyusunani 

pedomani operasionali penyelenggaraani Jalani Provinsii dengani memperhatikani 

keserasiani antari wilayahi Provinsi,i penetapani fungsii jalani dalami sistemi jaringani 

jalani sekunderi dani jaringani jalani kolektori yangi menghubungkani Ibui Kotai 

Provinsii dengani Ibui Kotai Kabupaten,i antari Ibui Kotai Kabupaten,i Jalani lokal,i dani 

Jalani lingkungani dalami sistemi jaringani jalani primer,i sertai mencangkupi penetapani 

statusi Jalani Provinsi,i dani penyusunani perencanaani jaringani Jalani Provinsi.i Dalami 

penyusunani perencanaani jaringani Jalani Provinsii yangi dimaksudi sendirii jugai 

perlui untuki memperhatikani terkaiti rencanai pembangunani jangkai panjangi 

Provinsi,i rencanai tatai ruangi Provinsi,i tatarani transportasii wilayahi Provinsii yangi 

adai dalami sistemi transportasii Nasional,i rencanai umumi jaringani Jalani nasional,i 

dani implementasii pembangunani jalani berkelanjutan. 

Hali tersebuti dikarenakani pembangunani infrastrukturi jalani merupakani salahi satui 

bentuki upayai pemerintahi dalami pembangunani jangkai panjang,i untuki 

meningkatkani perekonomiani sertai kesejahteraani masyarakati yangi dilakukani 

dengani secarai terencanai dani komprehensif.i Sebagaimanai pendapati Effendi,i 

pembangunani merupakani suatui usahai yangi dilakukani untuki terciptanyai 

peningkatani sumberi dayai yangi dilaksanakani secarai terencanai dengani 

menggunakani prinsipi dayai gunai secarai meratai dani berkelanjutan.20
i Sehinggai 

pentingi dalami penyusunani perencanaani jaringani Jalani Provinsii untuki 

memperhatikani rencanai pembangunani jangkai panjangi Provinsii sertai rencanai tatai 

ruangi Provinsii maupuni rencanai pembangunani laini agari penyelenggaraani 

infrastrukturi jalani dapati berjalani dengani baiki tanpai salingi bersinggungani dengani 

rencanai pembangunani yangi lain.i Dimanai hali tersebuti akani berdampaki padai 

 
20 B. Effendi, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan (Yogyakarta: Uhaindo dan 
Offset). 
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ketidaksesuaiani fungsii jalani sertai masyarakati yangi mengalamii dampaki darii 

pembangunani infrastrukturi jalani tersebut. 

Terkaiti pengaturani jalani umumi dani jalani khusus,i berdasarkani Peraturani Daerahi 

Provinsii Lampungi Nomori 19i Tahuni 2014i tentangi Pengaturani Jalani Umumi Dani 

Jalani Khususi Untuki Angkutani Hasili Tambangi Dani Perkebunani diaturi mengenaii 

penggunaani jalani umumi dani jalani khususi untuki angkutani hasili tambangi dani 

perkebunani dii Provinsii Lampung.i Hali inii bertujuani agar: 

1. Mewujudkani keamanan,i ketertibani dani keselamatani dalami penggunaani 

jalan. 

2. Mewujudkani sistemi jaringani jalani yangi berdayai gunai dani berhasili gunai 

untuki mendukungi penyelenggaraani sistemi transportasii yangi terpadu. 

3. Mewujudkani perani masyarakati dalami penyelenggaraani jalan. 

4. Mewujudkani keserasian,i keselarasani dani keseimbangani bagii masyarakati 

penggunai jalan.i  

5. Memeliharai kelestariani fungsii lingkungani hidupi dani mencegahi 

kerusakannya.i  

6. Mengantisipasii penurunani fisiki masi jalani umumi melaluii pengendaliani dani 

pembatasani lalui lintasi pengangkutani hasili produksii pertambangani dani 

perkebunani yangi melewatii ruasi jalani urnum,i dengani rnempertimbangkani 

kemarnpuani strukturi dani kapasitas. 

7. Terwujudnyai tertibi dani keterpaduani penyelenggaraani jalan. 

8. Tersedianyai jalani yangi memenuhii ketentuani keamanan,i keselamatan,i 

ketertiban,i kelancaran,i ekonomis,i keterpaduani dani ramahi lingkungan.i  

Kendaraani angkutani hasili produksii pertambangani dani perkebunani dilarangi 

melewatii jalani umumi dalami hali memilikii Muatani Sumbui Terberati (MST)i dii atasi 

8i ton,i memilikii ukurani lebari tidaki melebihii 2.100i milimeter,i ukurani panjangi tidaki 

melebihii 9.000i milimeter,i ukurani palingi tinggii 3.500i milimeter,i sertai konvoii 

kendaraani ataui angkutani hasili produksii pertambangani dani perkebunan.i Maknai 

darii konvoii sendirii merupakani iring-iringani kendaraani pengangkuti hasili 

pertambangani dani perkebunani yangi melebihii 2i uniti sertai dapati menimbulkani 

terganggunyai lalui lintasi umum.i Berdasarkani Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi 

Nomori 11i Tahuni 2000i tentangi Retribusii Izini Dispensasii Jalani Dani Kompensasii 
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Atasi Muatani Lebihi Angkutani Barang,i telahi ditetapkani dalami jalani lintasi Provinsii 

Lampungi penarikani retribusii izini dispensasii jalani atasi muatani lebihi angkutani 

barangi sebagaii upayai dalami pembinaan,i pengendaliani dani pengawasani atasi 

kegiatani penyimpanani ataui penimbunani semen,i batubara,i dani minerali lainnya.i 

Dengani tujuani sebagaii kompensasii terhadapi dampaki yangi ditimbulkani olehi 

kegiatani tersebuti kepadai lingkungani wilayahi Provinsii Lampung.i Retribusii yangi 

ditetapkani sendirii untuki penimbunani semeni sebesari Rp.i 2.500i per-ton,i dani untuki 

penimbunani batubarai sebesari Rp.i 10.000i per-ton.i Sebagaimanai ketentuani yangi 

diaturi dalami Pasali 8i Ayati (2)i Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 11i 

Tahuni 2000.i  

Pentingi jugai untuki memperhatikani bagian-bagiani jalani yangi dipergunakani untuki 

mobilitas,i konstruksii jalan,i keperluani peningkatani kapasitasi jalan,i dani 

keselamatani bagii penggunai jalani terkaiti saati penyelenggaraani infrastrukturi jalan.i 

Sebagaimanai diaturi dalami Pasali 11i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022.i 

Bagian-bagiani jalani tersebuti meliputii ruangi manfaati jalan,i ruangi miliki jalan,i dani 

ruangi pengawasani jalan.i Yangi dimaksudi dengani ruangi manfaati jalani sendirii 

terdirii darii badani jalan,i jaluri kendaraani bermotor,i pejalani kaki,i pesepeda,i dani 

penyandangi disabilitas,i sertai salurani tepii jalan,i ambangi pengamani jalan,i jaluri 

jaringani utilitasi terpadu,i dani jaluri lajuri ataui jaluri angkutani massali berbasisi jalani 

maupuni lajuri khususi lalui lintasi lainnya. 

Berdasarkani Pasali 1i Angkai 11i Peraturani Gubernuri Lampungi Nomori 1i Tahuni 

2023i tentangi Pedomani Pelaksanaani Uangi Jaminani Atasi Pemanfaatani Ruangi 

Miliki Jalani Yangi Berstatusi Jalani Provinsi,i ruangi miliki jalani merupakani ruangi 

manfaati jalani dani sejaluri tanahi tertentui dii luari manfaati jalani yangi diperuntukkani 

bagii ruangi manfaati jalan,i pelebarani jalan,i penambahani jaluri lalui lintasi dii masai 

yangi akani datangi sertai kebutuhani ruangani untuki pengamanani jalani dani dibatasii 

olehi lebar,i kedalamani dani tinggii tertentu.i Dengani ditetapkannyai Peraturani 

Gubernuri tersebut,i telahi diberlakukani adanyai uangi jaminani atasi pemanfaatani 

ruangi miliki jalan.i Termasuki dalami segii tatai carai penyetoran,i penggunaan,i hinggai 

pengembaliani uangi jaminani jalani Provinsii Lampung. 

Peraturani tersebuti ditetapkani dengani tujuani sebagaii jaminani pengembaliani 

kondisii untuki pemanfaatani ruangi miliki jalani yangi tidaki sesuaii dengani teknis,i 
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sertai bertujuani untuki membagii fungsii dani perani instansii terkaiti dalami rangkai 

mengoptimalisasikani pelayanani publiki terkaiti infrastrukturi jalan.i Sebagaimanai 

ketentuani Pasali 9i hurufi di Peraturani Gubernuri Lampungi Nomori 1i Tahuni 2023,i 

besarani uangi jaminani ditetapkani sebesari 200%i darii jumlahi perkiraani biayai 

sebagaimanai sesuaii dengani perhitungani teknisi yangi telahi ditentukani olehi Dinasi 

Binai Margai dani Binai Konstruksii Provinsii Lampung.i  

Selaini memperhatikani bagian-bagiani jalan,i pentingi jugai untuki memperhatikani 

perlengkapani jalani yangi manai diaturi dalami Pasali 25i Ayati (1)i Undang-Undangi 

Nomori 22i Tahuni 2009.i Yangi manai terdirii darii rambui lalui lintas,i markai jalan,i alati 

pemberii isyarati lalui lintas,i alati penerangani jalan,i alati pengendalii dani pengamani 

penggunai jalan,i alati pengawasani dani pengamanani jalan,i fasilitasi untuki sepeda,i 

pejalani kaki,i dani penyandangi cacat,i sertai fasilitasi pendukungi kegiatani lalui lintasi 

dani angkutani jalani yangi beradai dii Jalani dani dii luari badani jalan.i Penyediaani 

fasilitasi jalani untuki penyandangi sendirii secarai tegasi diaturi i dalami Undang-

Undangi Nomori 22i Tahuni 2009.i Dengani Pasali 242i Ayati (1)i yangi menyatakani 

bahwai pemerintahi hinggai perusahaani angkutani umumi wajibi memberikani 

perlakuani khususi dii bidangi lalui lintasi dani angkutani jalani kepadai penyandangi 

cacat,i manusiai usiai lanjut,i anak-anak,i wanitai hamil,i dani orangi sakit. 

Dalami penyusunani programi pembangunani jalani nasional,i provinsi,i kabupaten,i 

kota,i ataupuni desai tentunyai meliputii penyusunani programi pembangunani jalani 

barui dani preservasii jaringani jalani yangi sudahi ada.i Dengani dalami penyusunani 

programi pembangunani jalani baru,i tentunyai harusi sesuaii dani sejalani dengani 

sistemi transportasii dani logistiki yangi berdasarkani rencanai tatai ruang.i Yangi 

bertujuani untuki mempercepati mobilitasi barangi dani jasai ataui orang,i menciptakani 

sistemi logistiki yangi efisien,i sertai membukai aksesi yangi menghubungkani antari 

wilayahi Indonesia.i Sementarai preservasii jaringani jalani yangi sudahi ada,i 

sebagaimanai yangi telahi sebelumnyai diuraikani difokuskani gunai mempertahankani i 

kondisii jalani yangi sudahi adai agari dapati bertahani hinggai mencapaii umuri yangi 

telahi direncanakan.i Preservasii jalani meliputi:i  

a. Pemeliharaani rutin,i yangi merupakani kegiatani merawati sertai memperbaikii 

kerusakan-kerusakani yangi terjadii padai ruasi jalani dengani kondisii 

pelayanani yangi baik. 
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b. Pemeliharaani berkala,i yangi merupakani kegiatani penanganani terhadapi 

setiapi kerusakani yangi diperhitungkani dalami desaini agari penurunani 

kondisii jalani dapati dikembalikani padai kondisii yangi baiki sesuaii dengani 

rencana. 

c. Rehabilitasi,i merupakani kegiatani kegiatani penanganani atasi setiapi 

kerusakani yangi diperhitungkani dalami desaini agari penurunani kondisii jalani 

dapati dikembalikani padai kondisii yangi baiki sesuaii dengani rencana. 

d. Rekonstruksi,i meliputii kegiatani penanganani dengani tujuani untuki dapati 

meningkatkani kemampuani ruasi jalani dalami kondisii tidaki mantapi ataui 

kritisi agari ruasi jalani tersebuti mempunyaii kondisii pelayanani yangi baiki 

sesuaii dengani umuri rencanai yangi ditetapkan. 

e. Pelebarani menujui standar,i merupakani kegiatani penanganani yangi 

dilakukani dengani tujuani untuki mendapati standari dimensii lebari jalan. 

Padai dasarnyai kegiatani perbaikani jalani merupakani upayai pemulihani Infrastrukturi 

Jalani yangi mengalamii kerusakani agari dapati digunakani dengani layaki dani baiki 

sertai agari infrastrukturi jalani dapati berjalani dalami jangkai waktui panjang.i 

Mengingati infrastrukturi jalani merupakani pembangunani berkelanjutani yangi 

bertujuani meningkatkani perekonomiani daerahi dalami jangkai panjangi juga.i 

Berdasarkani Pasali 68i Peraturani Menterii Pekerjaani Umumi Dani Perumahani 

Rakyati Republiki Indonesiai Nomori 5i Tahuni 2023,i kriteriai perencanaani teknisi 

preservasii jalani dibagii menjadii untuki rehabilitasii dani rekonstruksii perkerasani 

lenturi sertai konstruksii perkerasani kaku.i Dalami kriteriai perencanaani teknisi 

preservasii jalani untuki rehabilitasii jalani perkerasani lenturi meliputii bebani lalui 

lintas,i nilaii kerataani permukaan,i nilaii lendutan,i dani umuri rencana.i Sedangkani 

dalami kriteriai perencanaani teknisi preservasii jalani untuki konstruksii jalani 

perkerasani lenturi meliputii bebani lalui lintas,i dayai dukungi tanahi dasar,i dani umuri 

rencana. 

Dalami penyelenggaraani jalani baiki dalami pembangunannyai maupuni preservasii 

ataui kegiatani pemeliharaani dani perbaikani infrastrukturi jalani Daerahi terutamai 

jalani dii Provinsii Lampung.i Pemerintahi daerahi yangi dalami hali inii adalahi 

Pemerintahi Provinsii Lampungi dapati melaksanakani kegiatani penyelenggaraani 

jalani dilakukani dengani menggunakani anggarani pendapatani daerahnyai ataui 
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APBD.i Namuni bukani berartii pemerintahi pusati sertai mertai terlepasi dalami 

penyelenggaraani infrastrukturi jalani dii daerah,i pemerintahi jugai turuti memilikii 

kewenangani dalami penyelenggaraani infrastrukturi jalani daerahi terutamai dalami hali 

penganggarani sebagaimanai ketentuani peraturani perundang-undangani yangi 

berlaku.i Namuni berdasarkani Pasali 53i Ayati (2)i Peraturani Menterii Pekerjaani 

Umumi Dani Perumahani Rakyati Republiki Indonesiai Nomori 5i Tahuni 2023,i dalami 

hali keterbatasani biayai terkaiti persyaratani teknisi jalani dalami Kriteriai perencanaani 

teknisi pembangunani jalani barui dapati dilaksanakani secarai bertahap.i Sertai dalami 

Ayati (3),i dimanai persyaratani teknisi jalani dalami kriteriai perencanaani teknisi 

preservasii jalani akani disesuaikani dengani kebutuhani dani sumberi daya.i Maka,i 

pentingnyai perani pemerintahi daerahi dalami menyediakani infrastrukturi jalani harusi 

disesuaikani dengani tingkati kebutuhani sertai sumberi dayai daerahi yangi mampui 

menompaki aktivitasi sertai perekonomiani masyarakati baiki itui secarai bertahapi 

dalami hali adanyai kendalai dalami penganggaran. 

 
2.2. Kewenangani Otonomii Daerahi Pemerintahi Provinsii Lampungi Dalami 

Penyelenggaraani Infrastrukturi Jalan 

2.2.1. Pengertiani Kewenangani Otonomii Daerah 

Berdasarkani Pasali 18i Ayati (1)i Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai 

Tahuni 1945,i yangi berbunyii “Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai dibagii atasi 

daerah-daerahi provinsii dani daerahi provinsii itui dibagii atasi kabupateni dani kota,i 

yangi tiap-tiapi provinsi,i kabupaten,i dani kotai itui mempunyaii pemerintahani daerah,i 

yangi diaturi dengani Undang-Undang”.21
i Dimanai Indonesiai sebagaii Negarai 

Kesatuani dibagii menjadii pemerintahani pusati dani pemerintahi daerah,i dengani 

kedaulatani tertinggii dijalankani olehi pemerintahi pusat.i Dengani pemerintahi daerahi 

sendirii terdirii darii daerahi provinsii yangi dibagii kembalii menjadii kabupateni dani 

kota.i  

Pengertiani negarai kesatuani sendirii menuruti pendapati Abui Daudi Busrohi adalah,i 

“Negarai Kesatuani adalahi negarai yangi tidaki tersusuni daripadai beberapai negara,i 

sepertii halnyai dalami negarai federasi,i melainkani negarai itui sifatnyai tunggal,i 

artinyai hanyai adai satui negara,i tidaki negarai dii dalami negara.i Jadii dengani 

demikian,i dii dalami negarai kesatuani itui jugai hanyai adai satui pemerintahan,i yaitui 

 
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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pemerintahani pusati yangi mempunyaii kekuasaani ataui wewenangi dalami segalai 

lapangani pemerintahan.i Pemerintahani pusati inilahi yangi padai tingkati terakhiri dani 

tertinggii dapati memutuskani segalai sesuatui dalami negarai tersebut”22 

Negarai kesatuani dibagii menjadii duai bentuki yakni,i negarai kesatuani dengani sistemi 

sentralisasii yangi dimanai negarai langsungi dipimpini olehi pemerintahi pusati dani 

pemerintahi daerahi yangi melaksanakani segalai sesuatui yangi didistribusikani olehi 

pemerintahi pusat.i Sertai negarai kesatuani dengani sistemi desentralisasi,i setiapi 

pemerintahi daerahi memilikii kekuasaani untuki mengaturi dani mengurusi rumahi 

tangganyai sendirii yangi dikenali dengani istilahi daerahi otonom.23
i Indonesiai 

merupakani negarai kesatuani dengani sistemi desentralisasi,i sehinggai dalami 

menjalankani tugasi pemerintahannyai terdapati hubungani timbali baliki terutamai 

dalami hali kewenangani dani pengawasan. 

Pentingi untuki memahamii bahwai kalimati pemerintahi dani pemerintahani memilikii 

duai maknai yangi berbeda.i Pemerintahi memilikii maknai organi ataui lembagai 

eksekutif,i sementarai pemerintahani memilikii maknai padai tugasi dani fungsii darii 

pemerintahi itui sendiri. 

Dalami Pasali 1i Angkai 5i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani 

Keuangani Antarai Pemerintahi Pusati Dani Pemerintahi Daerah,i Pemerintahi Daerahi 

adalahi kepalai daerahi sebagaii unsuri penyelenggarai pemerintahani daerahi yangi 

memimpini pelaksanaani urusani pemerintahani yangi menjadii kewenangani daerahi 

otonom.i Pemerintahi Daerahi merupakani lembagai ataui organi perangkati daerahi 

yangi i menyelenggarakani tugasi dani fungsii pemerintahani dengani kewenangani 

daerahi otonomi untuki kesejahteraani masyarakati daerahi otonom,i dengani 

pemerintahi pusati yangi memegangi kedaulatani tertinggii yangi diaturi dii dalami 

peraturani perundang-undangan. 

Pembagiani pemerintahi pusati dani pemerintahi daerahi sendirii didasarii olehi kondisii 

pemerintahi daerahi baiki dalami segii geografi,i kebutuhannya,i sertai potensii yangi 

dimilikinyai setiapi daerahnyai tentunyai berbeda-beda.i Begitupuni dengani kondisii 

geografi,i kebutuhan,i sertai potensii yangi dimilikii pemerintahi pusat.i Sehingga,i 

apabilai dalami penyelenggaraani negarai ditetapkani i peraturani yangi samai dii setiapi 

 
22 Abu Daud Busroh, 1990, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Angkasa). 
23 Ni’matul Huda, 2020, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Penerbit Nusa Media). 
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daerahnyai akani menimbulkani berbagaii konflik,i kesenjangani yangi berakibatkani 

padai kesejahteraani masyarakat.i  

Sehinggai Indonesiai sebagaii negarai kepulauani dengani setiapi daerahnyai memilikii 

geografi,i kebutuhan,i sertai potensii yangi berbedai dibagii menjadii daerah-daerahi 

provinsii dani daerahi provinsii itui dibagii atasi kabupateni dani kota.i Dengani setiapi 

provinsi,i kabupaten,i dani kotai itui mempunyaii pemerintahani daerahi yangi 

menyelenggarakani tugasi pemerintahannyai dengani sistemi asasi desentralisasii dani 

berdasarkani otonomii daerah.i  

Secarai harfiahi desentralisasii berasali darii bahasai latin,i yaknii dei yangi berartii lepasi 

dani centrumi yangi berartii pusat.i Yangi apabilai digabungkan,i desentralisasii 

memilikii maknai penyerahani kekuasaani darii pemerintahi pusati kei pemerintahi 

daerah.24
i Desentralisasii merupakani salahi satui asasi dalami menjalankani pemerintahi 

daerah. 

Sementarai pengertiani desentralisasii menuruti parai ahlii sendirii adalah: 

1. Menuruti Thei Liangi Gie,i “Desentralisasii adalahi pelimpahani wewenangi darii 

pemerintahi pusati kepadai satuan-satuani organisasii pemerintahani untuki 

menyelenggarakani segenapi kepentingani darii kelompoki penduduki yangi 

mendiamii suatui wilayah”.25 

2. Menuruti Joenarto,i “Desentralisasii adalahi memberikani wewenangi darii 

pemerintahi negarai kepadai pemerintahi lokali untuki mengaturi dani mengurusi 

urusani tertentui sebagaii urusani rumahi tangganyai sendiri”.26 

3. Menuruti Amrahi Muslimin,i “Desentralisasii adalahi sebagaii pelimpahani 

wewenangi padai badan-badani dani golongan-golongani dalami masyarakati 

daerahi tertentui untuki mengurusi rumahi tangganyai sendiri”.27 

4. Menuruti Irawani Soejito,i “Desentralisasii adalahi pelimpahani kewenangani 

pemerintahi kepadai pihaki laini untuki dilaksanakan”.28 

Berdasarkani ketentuani yangi diaturi dalami Pasali 1i Angkai 8i Undang-Undangi 

Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerah,i Desentralisasii adalahi 

 
24 Yusnani Hasyimzoem et al., 2017, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada). 
25 The Liang Gie, 1993, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, 
II Dan III) (Yogyakarta: Penerbit Liberty). 
26 Joeniarto, 1992, Perkembangan Pemerintahan Lokal (Jakarta: Bina Angkasa). 
27 Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah (Bandung: Alumni). 
28 Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Jakarta: Rineka Cipta). 
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penyerahani Urusani Pemerintahani olehi Pemerintahi Pusati kepadai daerahi otonomi 

berdasarkani Asasi Otonomi.i Maknai desentralisasii berdasarkani negarai kesatuan,i 

merupakani wujudi pelaksanaani darii konstitusii dani hakikati negarai kesatuani dalami 

pemberiani kewenangani untuki melaksanakani urusani rumahi tanggai daerah.i 

Semetarai maknai desentralisasii berdasarkani ketatanegaraan,i merupakani 

penyerahani urusani pemerintahani darii pemerintahi tingkati atasi kepadai daerahi yangi 

menjadii urusani rumahi tangganya.29
i Berdasarkani penjabaran-penjabarani tersebut,i 

dapati disimpulkani desentralisasii merupakani penyerahani kewenangani darii 

pemerintahi pusati kepadai pemerintahi daerahi untuki menjalankani urusani 

penyelenggaraani pemerintahani daerahi otonomnyai dengani tujuani memenuhii 

kepentingani daerahnya.i Desentralisasii merupakani dasari dalami menjalankani 

otonomii daerah. 

Pengertiani urusani pemerintahani sendirii terdapati dalami Pasali 1i Angkai 5i Undang-

Undangi Nomori 23i Tahuni 2014,i dimanai Urusani Pemerintahani adalahi kekuasaani 

pemerintahani yangi menjadii kewenangani Presideni yangi pelaksanaannyai 

dilakukani olehi kementeriani negarai dani penyelenggarai pemerintahani daerahi untuki 

melindungi,i melayani,i memberdayakan,i dani mensejahterakani masyarakat.i 

Sementarai urusani pemerintahi daerahi yangi dimaksudi sendirii meliputii urusani 

wajibi yangi mencangkupi penyelenggaraani pemerintahi yangi diaturi dalami 

peraturani perundang-undangan,i sertai urusani pilihani yangi mencangkupi urusani 

pemerintahani daerahi dalami meningkatkani kesejahteraani sebagaimanai kondisii dani 

potensii daerahi masing-masing.i Padai dasarnyai urusani pemerintahani terbagii 

menjadii dua.i Yakni,i urusani yangi sepenuhnyai menjadii kewenangani Pemerintahi 

Pusati yangi dikenali dengani istilahi urusani pemerintahani absoluti dani urusani 

pemerintahani konkureni yangi terdirii atasi urusani pemerintahani wajibi dani urusani 

pemerintahani pilihani yangi dibagii antarai Pemerintahi Pusat,i Daerahi provinsi,i dani 

Daerahi Kabupaten/Kota. 

Disampingi adanyai desentralisasii sebagaii pemberiani kewenangani pemerintahi 

pusati kepadai daerahi dalami menjalankani urusannya,i dalami praktiknyai terdapati 

urusani pemerintahani yangi sepenuhnyai diselenggarakani olehi pemerintahi tanpai 

 
29 Husni Jalil et al., 2017, Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus 
(Makasar: CV. Social Politic Genius). 
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adanyai desentralisasi.i Dani terdapati urusani pemerintahani yangi diselenggarakani 

dengani asasi desentralisasi. 

Sementarai berdasarkani etimologii otonomii daerahi berasali darii katai “otonom”i dani 

“daerah”,i sementarai dalami bahasai Yunanii katai otonomi berasali darii katai autosi 

yangi berartii sendirii dani nomosi yangi berartii aturani ataui Undang-Undang.30
i Maka,i 

dapati disimpulkani bahwai otonomii daerahi merupakani kewenangani pemerintahi 

daerahi dalami mengaturi maupuni menetapkani peraturani daerahi dengani tujuani 

menyelenggarakani urusani pemerintahani daerahi untuki kesejahteraani masyarakat. 

Berdasarkani Pasali 1i Angkai 6i Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014,i Otonomii 

Daerahi adalahi hak,i wewenang,i dani kewajibani daerahi otonomi untuki mengaturi dani 

mengurusi sendirii Urusani Pemerintahani dani kepentingani masyarakati setempati 

dalami sistemi Negarai Kesatuani Republiki Indonesia.i Sertai dalami Pasali 1i Angkai 7i 

Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014,i Asasi Otonomii adalahi prinsipi dasari 

penyelenggaraani Pemerintahani Daerahi berdasarkani Otonomii Daerah.i Sedangkani 

berdasarkani Pasali 1i Angkai 7i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022,i Daerahi 

Otonomi yangi selanjutnyai disebuti Daerahi adalahi kesatuani masyarakati hukumi 

yangi mempunyaii batas-batasi wilayahi yangi berwenangi mengaturi dani mengurusi 

urusani pemerintahani dani kepentingani masyarakati setempati menuruti prakarsai 

sendirii berdasarkani aspirasii masyarakati dalami sistemi Negarai Kesatuani Republiki 

Indonesia. 

Pengertiani Otonomii Daerahi menuruti parai ahlii adalah: 

1. Menuruti Syarifi Saleh,i “Otonomii Daerahi adalahi sebagaii yangi dimilikii 

daerahi dalami mengatur,i dani memerintahi daerahi sendirii yangi didasarkani 

atasi inisiatifi dani kehendaki sendirii dimanai kewenangani itui bersumberi darii 

pemerintahi pusat”.31 

2. Menuruti Atengi Syarifuddin,i “Otonomii mempunyaii maknai kebebasani ataui 

kemandiriani tetapii bukani kemerdekaani melainkani kebebasani yangi terbatasi 

 
30 Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya 
(Jakarta: Sinar Grafika). 
31 Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, and Rinda Philona, 2021, Hukum Pemerintahan Daerah 
(Aceh: Syiah Kuala University Press). 
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ataui kemandiriani itui terwujudi atasi pemberiani kesempatani yangi harusi dapati 

dipertanggungjawabkan”.32 

3. Menuruti Mariun,i “Otonomii Daerahi adalahi kebebasani yangi dimilikii olehi 

pemerintahani daerahi yangi memungkinkani merekai untuki membuati inisiatifi 

sendirii dalami rangkai mengelolai dani mengoptimalkani sumberi dayai yangi 

dimilikii olehi daerahnyai sendiri.i Otonomii daerahi merupakani kebebasani 

untuki dapati berbuati sesuaii dengani kebutuhani masyarakati setempat”.33 

4. Menuruti Philipi Malwood,i “Otonomii Daerahi adalahi suatui pemerintahi 

daerahi yangi memilikii kewenangani sendirii dii manai keberadaannyai terpisahi 

dengani otoritasi yangi diserahkani olehi pemerintahi gunai mengalokasikani 

sumberi materiali yangi bersifati substansiali mengenaii fungsii yangi berbeda”.34 

Berdasarkani penjabarani mengenaii pengertiani otonomii daerah,i otonomii daerahi 

adalahi hak,i wewenang,i dani kewajibani pemerintahi daerahi dalami sistemi Negarai 

Kesatuani Republiki Indonesiai yangi bersumberi darii pemerintahi pusati dengani 

penyelenggaraani pemerintahani yangi berprinsipi padai asasi otonomii dimanai 

pemerintahi daerahi memilikii kewenangani seluas-luasnyai dalami mengaturi 

daerahnyai yangi harusi dapati dipertanggungjawabkani kepadai masyarakati untuki 

kesejahteraani masyarakati daerahi seluas-luasnya. 

Otonomii sendirii memilikii maknai kebebasani ataui kemandiriani (zelfstandigheid),i 

tetapii bukani berartii kemerdekaani (onafhankelijkheid).35
i Sehingga,i meskipuni 

terdapati istilahi katai otonomii seluas-luasnyai dalami menyelenggarakani urusani 

pemerintahani daerah,i pemerintahi daerahi tetaplahi memilikii batasan-batasani dalami 

kewenangani yangi dimilikinya.i Batasani yangi dimaksudi sendirii merupakani 

kebijakani yangi diaturi pemerintahi pusati sertai batasani kewenangani yangi diaturi 

dalami peraturani perundang-undangan.i Hali tersebuti dikarenakani kedaulatani 

tertinggii didudukii olehi pemerintahi pusat.i Sertai peraturani perundang-undangani 

 
32 Ateng Syarifuddin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah (Bandung: Binacipta). 
33 Raymond Leonard Muloko, Rafael R Tupen, and Hernimus Ratu Udju, (2023), “Pelaksanaan 
Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Sikka,” COMSERVA 03, https://rb.gy/gicszo. Diakses pada 1 Januari 2024. 
34 Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya 
(Jakarta: Sinar Grafika). 
35 Juanda, 2021, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara 
DPRD Dan Kepala Daerah (Bandung: P.T. Alumni). 
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yangi berfungsii sebagaii mengatur,i agari pelaksanaani desentralisasii dani otonomii 

daerahi dapati berjalani secarai optimali sebagaimanai yangi diinginkan. 

Secarai teoritisi otonomii dikelompokani menjadii limai bentuk,i yaknii Otonomii 

Organiki dimanai kewenangani pemerintahi daerahi sebagaii kekuatani pemerintahi 

daerahi agari dapati berjalani sendirii tanpai bergantungi dengani pemerintahi pusat.i 

Otonomii Formal,i dimanai daerahi otonomi dibatasii dengani peraturani perundang-

undangan.i Otonomii Material,i merupakani kewenangani pemerintahi daerahi yangi 

diaturi secarai tegasi dalami peraturani perundang-undangan.i Otonomii Riil,i bahwai 

kewenangani pemerintahi daerahi yangi diberikani berdasarkani kemampuani sertai 

kebutuhani pemerintahi daerah.i Dani terakhiri Otonomii Nyata,i bertanggungi jawabi 

dani dinamis,i yaknii sebagaii perwujudani darii layanani pemerintahi daerahi yangi 

selarasi dengani konsepi Negarai Kesatuani Republiki Indonesiai dengani pemberiani 

kewenangani yangi berdasarkani kondisii objektifi daerah. 

Otonomii daerahi sendirii merupakani wujudi darii demokrasii politiki bersamai dengani 

partaii politiki dani Dewani Perwakilani Daerah.i Selaini bertujuani dalami 

mensejahterakani masyarakati daerah,i otonomii daerahi memilikii tujuani dalami 

meningkatkani pelayanani publik,i mengembangkani kehidupani demokrasi,i 

peradilani nasional,i mewujudkani wilayahi regionali yangi adil,i memeliharai 

hubungani antarai pemerintahi pusati dani daerah,i mendorongi pemberdayaani 

masyarakat,i sertai meningkatkani perani pemerintahi daerahi dani masyarakati daerahi 

melaluii Dewani Perwakilani Daerah. 

 
2.2.2. Kewenangani Pemerintahi Provinsii Lampungi Dalami Penyelenggaraani 

Infrastrukturi Jalan 

Sebagaimanai yangi telahi diuraikani sebelumnyai berdasarkani Pasali 15i Ayati (1)i 

Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022i dani Pasali 58i Ayati (1)i Peraturani 

Pemerintahi Nomori 38i Tahuni 2006,i Pemerintahi Provinsii Lampungi memilikii 

kewenangani dalami penyelenggaraani jalani provinsii yangi meliputii kewenangani 

dalami pengaturan,i pembinaan,i pembangunan,i dani pengawasani jalani provinsi.i 

Sertai berdasarkani Pasali 59i Ayati (1)i Peraturani Pemerintahi Nomori 38i Tahuni 2006,i 

pemerintahi provinsii jugai menerimai pelimpahani sebagiani wewenangi olehi 

pemerintahi pusati dalami penyelenggaraani jalani nasional.i Yaknii mencangkupi 
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wewenangi dalami perencanaani teknis,i pelaksanaani konstruksi,i sertai 

pengoperasiani dani pemeliharaani jalani nasional. 

Sertai berdasarkani Pasali 13i Ayati (3)i Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014,i 

kriteriai urusani pemerintahani yangi menjadii kewenangani daerahi provinsii adalah: 

1. Urusani pemerintahani yangi lokasinyai lintasi daerahi kabupaten/kota. 

2. Urusani pemerintahani yangi penggunanyai lintasi daerahi kabupaten/kota. 

3. Urusani pemerintahani yangi manfaati ataui dampaki negatifnyai lintasi daerahi 

kabupaten/kota. 

4. Urusani pemerintahani yangi penggunaani sumberi dayanyai lebihi efisieni 

apabilai dilakukani olehi daerahi Provinsi. 

Dalami hali ini,i pembagiani urusani yangi menjadii kewenangani Provinsii Lampungi 

terkaiti infrastrukturi Jalani sendirii mencangkupi Pembagiani urusani pemerintahani 

bidangi pekerjaani umumi dani penataani ruang,i dimanai Pemerintahi Provinsii 

Lampungi berwenangi dalami penyelenggaraani jalani provinsi.i Sertai pembagiani 

urusani pemerintahani bidangi perhubungan,i yaknii terkaiti Lalui Lintasi dani 

Angkutani Jalani Pemerintahi Provinsii Lampungi berwenangi dalam: 

1. Penetapani rencanai induki jaringani LLAJi provinsi. 

2. Penyediaani perlengkapani jalani dii jalani provinsi,i pengelolaani terminali 

penumpangi tipei B. 

3. Pelaksanaani manajemeni dani rekayasai lalui lintasi untuki jaringani jalani 

provinsi. 

4. Persetujuani hasili analisisi dampaki lalui lintasi untuki jalani provinsi.i Auditi 

dani inspeksii keselamatani LLAJi dii jalani provinsi. 

5. Penyediaani angkutani umumi untuki jasai angkutani orangi dan/ataui barangi 

antari kotai dalami 1i daerahi provinsi. 

6. Penetapani kawasani perkotaani untuki layanani angkutani perkotaani yangi 

melampauii batasi 1i daerahi kabupaten/kotai dalami 1i daerahi provinsi. 

7. Penetapani rencanai umumi jaringani trayeki antari kotai dalami daerahi 

provinsii dani perkotaani yangi melampauii batasi 1i daerahi kabupaten/kota. 

8. Penetapani rencanai umumi jaringani trayeki pedesaani yangi melampauii 1i 

daerahi kabupateni dalami 1i daerahi provinsi. 
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9. Penetapani wilayahi operasii angkutani orangi dengani menggunakani taksii 

dalami kawasani perkotaani yangi wilayahi operasinyai melampauii daerahi 

kota/kabupateni dalami 1i daerahi provinsi. 

10. Penerbitani izini penyelenggaraani angkutani orangi dalami trayeki lintasi 

daerahi kabupaten/kotai dalami 1i daerahi provinsi. 

11. Penerbitani izini penyelenggaraani angkutani taksii yangi wilayahi operasinyai 

melampauii lebihi darii 1i daerahi kabupaten/kotai dalami 1i daerahi provinsi. 

12. Penetapani tarifi kelasi ekonomii untuki angkutani orangi yangi melayanii 

trayeki antari kotai dalami daerahi provinsii sertai angkutani perkotaani dani 

perdesaani yangi melampauii 1i daerahi kabupaten/kotai dalami 1i daerahi 

provinsi. 

Persetujuani hasili analisisi dampaki lalui lintasi untuki jalani provinsii sendirii diaturi 

dalami Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 11i Tahuni 2016i tentangi 

Analisisi Dampaki Lalui Lintas.i Dengani Gubernuri yangi berwenangi dalami 

menetapkan,i yangi jugai dengani telahi melewatii pertimbangani bupatii ataui Walikotai 

yangi bersangkutani apabilai berlokasii dii antarai jalani i provinsii dani kabupaten/kotai 

ataui jalani desa.i Sebagaimanai ketentuani yangi diaturi dalami Pasali 8i Ayati (2)i 

Analisisi Dampaki Lalui Lintasi wajibi dilakukani dalami infrastrukturi jalani tepatnyai 

dalami pembangunani infrastrukturi jalani layangi (flyover),i lintasi bawahi 

(underpass),i dani terowongani (tunnel)i dalami hali pembangunani infrastrukturi jalani 

layangi (flyover),i lintasi bawahi (underpass),i dani terowongani (tunnel)i merupakani 

aksesi dari/kei eksistingi (yangi sudahi ada).i Analisisi Dampaki Lalui Lintasi dani 

Angkutani Jalani sendirii meliputii kondisii prasaranai jalan,i kondisii lalui lintasi 

eksistingi (yangi sudahi ada),i dani kondisii angkutani jalan. 

Adanyai otonomii daerahi dalami i kewenangani mengaturi otonomii daerahnyai seluas-

luasnya,i dengani bertujuani untuki kesejahteraani masyarakati seluas-luasnya.i 

Pemerintahi Provinsii Lampungi dengani bertumpui padai otonomii i daerahi yangi 

bersifati lintasi daerah,i dengani tujuani meningkatkani pendapatani daerahi untuki 

menunjangi penyelenggaraani otonomii daerah.i Telahi ditetapkani retribusii izini 

dispensasii jalani dani kompensasii atasi muatani lebihi angkutani barangi dalami 

Peraturani Daerahi Provinsii Lampungi Nomori 11i Tahuni 2000.i Izini tersebuti 

diberikani olehi Gubernuri ataui pejabati yangi ditunjuk,i dengani berlakui selamai 5i 
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tahuni dani dapati diperpanjangi dengani Keputusani Gubernuri yangi tentunyai 

disampaikani kepadai DPRD.i Gubernuri jugai dapati memberikani pengurangan,i 

keringanan,i hinggai pembebasani retribusii berdasarkani kemampuani wajibi retribusi. 

 
2.3. Haki Dani Kewajibani Masyarakati Atasi Infrastrukturi Jalan 

Selaini darii segii pemerintah,i masyarakati jugai memilikii perani sertai haki terkaiti 

penyelenggaraani infrastrukturi jalan.i Sebagaimanai diaturi dalami Pasali 62i Ayati (1)i 

Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022,i masyarakati berhaki atas: 

a. Memberii masukani kepadai penyelenggarai jalani dalami rangkai pengaturan,i 

pembinaan,i pembangunan,i dani pengawasani jalan. 

b. Berpartisipasii dalami penyelenggaraani jalan. 

c. Memperolehi manfaati atasi penyelenggaraani jalani sesuaii dengani spmi yangi 

ditetapkan. 

d. Memperolehi informasii mengenaii penyelenggaraani jalan 

e. Memperolehi gantii rugii yangi layaki akibati kesalahani dalami pembangunani 

jalan. 

f. Mengajukani gugatani kepadai pengadilani terhadapi kerugiani akibati 

pembangunani jalan. 

Masyarakati jugai berdasarkani Pasali 9i dani Pasali 10i Peraturani Daerahi Provinsii 

Lampungi Nomori 13i Tahuni 2012i tentangi Pemanfaatani Ruangi Miliki Jalan,i 

memilikii haki untuk: 

1. Memperolehi informasii mengenaii pelaksanaani pemanfaatani ruangi miliki 

jalan. 

2. Memperolehi manfaati atasi pelaksanaani pemanfaatani ruangi miliki jalan. 

3. Mendapati kesempatani untuki mengajukani sarani dan/ataui pendapati terkaiti 

dengani pemanfaatani ruangi miliki jalan. 

4. Mengajukani laporani dani pengaduani kepadai pihaki yangi berwenangi atasi 

kerugiani yangi ditimbulkani sebagaii akibati pemanfaatani ruangi miliki jalan. 

Masyarakati jugai memilikii kewajibani untuki ikuti sertai menjagai ketertibani dalami 

pelaksanaani pemanfaatani ruangi miliki jalani dengani memperhatikani kepentingani 

umumi dani keberlangsungani fungsii jalan.i Masyarakati jugai memilikii kesempatani 

yangi samai untuki berperani dalami prosesi perencanaan,i pelaksanaan,i dani 

pengawasani terhadapi pemanfaatani ruangi miliki jalan. 
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Berdasarkani pernyataani haki perani masyarakati dalami memberii masukani kepadai 

penyelenggarai jalani dalami rangkai pengaturan,i pembinaan,i pembangunan,i dani 

pengawasani jalan.i Yangi dapati dilakukani olehi masyarakati dengani carai pengaduani 

kepadai ombudsmani maupuni dinasi PUPRi terdekat.i Namuni dengani perkembangani 

zamani yangi semakini canggih,i pemerintahi telahi menyediakani layanani pengaduani 

untuki infrastrukturi jalani yangi rusaki dengani menggunakani websitei dani aplikasii 

resmii Binai Margai dani kementeriani PUPR.i Layanani websitei yangi dimaksudi 

sendirii adalahi Lapor.go.id,i yangi diprogrami dengani tujuani untuki meningkatkani 

partisipasii masyarakati dalami pengawasani programi kinerjai pemerintahi agari 

penyelenggaraani pembangunani layanani publiki berjalani baiki sesuaii yangi 

seharusnya.36
i Pemerintahi jugai menyediakani aplikasii layanani pengaduani untuki 

infrastrukturi jalani yangi rusaki yangi bernamai Jalani Kitai yangi dapati masyarakati 

unduhi dengani mudahi dii Appi Store. 

Selaini dapati mengajukani laporani pengaduani masyarakati jugai dapati mengajukani 

gugatan.i Gugatani yangi dapati diajukani sendirii bukani sekedari gugatani atasi 

kerugiani akibati pembangunani jalan,i namuni jugai gugatani atasi kerusakani 

infrastrukturi jalan.i Contohi kasusnya,i gugatani ahlii warisi Almarhumi Santuni 

Silabani dengani melakukani mengajukani gugatani atasi tuntutani gantii kerugiani 

kepadai pemerintahi sebagaii pengelolai badani jalan,i yangi tertuangi dalami putusani 

Pengadilani Negerii Pematangi Siantari Nomori 21/Pdt.G/2013/PN.Pmsi dani jugai 

gugatani Keluargai Almarhumi Pontii Kadroni Nainggolani yangi tewasi dalami 

kecelakaani akibati jalani rusaki (berlobang)i sebagaimanai tertuangi dalami Putusani 

Pengadilani Tinggii Jawai Barati Nomori 397/PEN/PDT/2017/PT.BDG.37
i  

Mengajukani gugatani pidanai jugai secarai tegasi diaturi dalami Pasali 273i Ayati (1)i 

Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 2009,i yangi berbunyii “Setiapi penyelenggarai 

Jalani yangi tidaki dengani segerai dani patuti memperbaikii Jalani yangi rusaki yangi 

mengakibatkani Kecelakaani Lalui Lintasi sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 24i 

ayati (1)i sehinggai menimbulkani korbani lukai ringani dan/ataui kerusakani Kendaraani 

 
36 Amuharnis, Defiariany, and Fitra Kasma Putra, (2023), “Analisis Efektivitas Tindak Lanjut 
Sistem Lapor.Go.Id Pengaduan Online Kepuasan Masyarakat Menggunakan Metode CSI,” 
Ensiklopedia of Journal 5, no. 3: 543–49, https://shorturl.at/fwd2N. Diakses pada 1 Januari 2024. 
37 Muhammad Taufiq Anshari Siregar, (2020), “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh 
Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas 
Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak,” Jurnal EduTech 6, https://rb.gy/458li4. Diakses pada 
1 Januari 2024. 
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dan/ataui barangi dipidanai dengani penjarai palingi lamai 6i (enam)i bulani ataui dendai 

palingi banyaki Rp12.000.000,00i (duai belasi jutai rupiah)”.i Sertai Pasali 273i Ayati (1)i 

Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 2009,i yangi berbunyii “Penyelenggarai Jalani 

yangi tidaki memberii tandai ataui rambui padai Jalani yangi rusaki dani belumi diperbaikii 

sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 24i ayati (2)i dipidanai dengani pidanai penjarai 

palingi lamai 6i (enam)i bulani ataui dendai palingi banyaki Rp1.500.000,00i (satui jutai 

limai ratusi ribui rupiah)”.38
i  

Masyarakati jugai dapati mengajukani gugatani kepadai pemerintahi baiki pusati 

maupuni daerahi secarai berkelompoki terkaiti pemenuhani haki perlakuani khususi 

penggunai jalan.i Sebagaimanai diaturi dalami Pasali 243i Undang-Undangi Nomori 22i 

Tahuni 2009.i Sehinggai infrastrukturi jalani yangi rusaki yangi tidaki memberikani 

fasilitasi jalani yangi layaki dani nyamani sertai amani untuki masyarakati khususi yangi 

menyandangi cacat,i manusiai usiai lanjut,i anak-anak,i wanitai hamil,i dani orangi sakiti 

dapati mengajukani gugatani kei pengadilani negeri.i Maknai darii mengajukani gugatani 

secarai berkelompoki sendirii mengacui kepadai gugatani Legali Standingi dani Classi 

Action.i Yangi merupakani gugatani perwakilani kelompoki tertentui masyarakati sertai 

perwakilani atasi kepentingani umumi baiki kelompoki masyarakati maupuni 

Organisasii Noni Pemerintahi ataui ORNOP. 

Masyarakati jugai memilikii haki dani kewajibani dalami turuti sertai dalami 

penyelenggaraani jalani sebagaimanai diaturi dalami tujuani penyelenggaraani jalani 

Pasali 3i Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022.i Terutamai dalam:i  

1. Ketertiban,i keamanan,i kelancaran,i keselamatani arusi penumpangi dani 

barang,i sertai kepastiani hukumi dalami penyelenggaraani jalan. 

2. Penyelenggaraani jalani yangi mampui mendorongi pertumbuhani ekonomi,i 

percepatani distribusii logistik,i pemerataani pembangunan,i dani 

implementasii pembangunani jalani berkelanjutan. 

3. Layanani jalani yangi andali dani primai sertai berpihaki padai kepentingani 

masyarakati dengani memenuhii kinerjai jalani yangi laiki fungsii dani berdayai 

saing. 

4. Sistemi jaringani jalani yangi efisieni dani efektifi untuki mendukungi 

terselenggaranyai sistemi transportasii yangi terpadu. 

 
38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
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5. Pengusahaani jalani toli yangi transparan,i akuntabel,i dani berkeadilani sertai 

memenuhii SPM. 

6. Partisipasii masyarakati dalami penyelenggaraani jalan. 

Sehinggai dapati terwujudnyai penyelenggaraani infrastrukturi jalani yangi efektif,i 

efisien,i dani optimali sertai dapati meningkatkani perekonomiani masyarakati dani 

meningkatkani kesejahteraani masyarakat. 

 



 
 

 

BABi III 
METODEi PENELITIAN 

 

3.1. Jenisi Dani Tipei Penelitian 

Jenisi penelitiani yangi digunakani penelitiani inii adalahi jenisi penelitiani hukumi 

normatif.i Jenisi penelitiani hukumi normatifi ataui jenisi penelitiani yuridisi normatifi 

merupakani penelitiani terhadapi asas-asasi ataui doktrini dalami ilmui hukum,i 

sistematikai hukum,i dani terhadapi tarafi sinkronisasii hukumi baiki vertikali maupuni 

horizontal.i Penelitiani terhadapi asas-asasi hukumi sendirii seringi disebuti dengani 

Studyi Dogmatici ataui Penelitiani Doktrinali (Doctrinali Research),i merupakani 

penelitiani terhadapi asasi dani doktrini dalami hukumi positifi yangi berlaku.i 

Sedangkan,i penelitiani terhadapi sistematikai hukumi dani terhadapi tarafi sinkronisasii 

hukumi merupakani penelitiani yangi berpusati dalami sistematikai hukumi yangi 

menelitii terkaiti apai sajai yangi hukumi positifi tertulisi sertai tingkati sinkronisasii 

antarai peraturani perundang-undangan.39
i Padai dasarnyai penelitiani hukumi 

normatifi merupakani penelitiani teoritisi terhadapi asas-asasi hukumi ataui doktrini 

yangi berlakui dani sistematikai hukumi sertai penelitiani terhadapi sinkronisasii atasi 

hukumi yangi berlaku.i Dengani tujuani untuki mengidentifikasii terkaiti haki dani 

kewajibani sertai kewenangani terkaiti infrastrukturi jalani sebagaimanai diaturi dalami 

peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Makai sumberi datai penelitiani yangi 

akani digunakani dalami penelitiani inii adalahi sumberi datai sekunder.i  

Tipei penelitiani yangi digunakani adalahi tipei penelitiani kualitatif.i Merupakani tipei 

penelitiani yangi menyajikani hasili penelitiani dalami bentuki deskripsii yangi 

berisikani hasili analisisi terhadapi sumberi datai sekunderi ataui kepustakaani yangi 

diperoleh. 

 
 

39 Zainuddin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika). 
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3.1.1. Sumberi Datai Sekunder 

Sumberi datai sekunderi merupakani sumberi datai yangi diperolehi melaluii hasili darii 

menganalisis,i menelaahi dani mengutipi kajiani teorii darii sumberi literaturi terpercayai 

terkaiti dengani penelitiani yangi ingini diteliti.i Dalami sumberi datai sekunderi terdapati 

bahani hukumi yangi digunakani dalami penelitian.i Yaknii bahani hukumi primer,i 

bahani hukumi sekunder,i dani bahani hukumi tersier.i  

Bahani hukumi primeri merupakani bahani hukumi yangi bersumberi darii peraturani 

perundang-undangani dani putusani pengadilani terkait.i Dalami penelitiani inii pahami 

hukumi primeri yangi digunakani diantaranya: 

a. Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945. 

b. Undang-Undangi Nomori 38i Tahuni 2004i tentangi Jalan. 

c. Undang-Undangi Nomori 22i Tahuni 2009i tentangi Lalui Lintasi Dani 

Angkutani Jalan. 

d. Undang-Undangi Nomori 23i Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerah. 

e. Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 2022i tentangi Hubungani Keuangani 

Antarai Pemerintahi Pusati Dani Pemerintahi Daerah. 

f. Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2022i tentangi Perubahani Keduai Atasi 

Undang-Undangi Nomori 38i Tahuni 2004i tentangi Jalan. 

Bahani hukumi sekunderi merupakani bahani hukumi yangi bersumberi darii literaturi 

terkaiti berupai buku,i jurnali hukumi terkait,i dani kamusi hukumi yangi akani dianalisisi 

dani dikelolai sertai mengutipi kajiani landasani teorii dalami tujuani memahamii 

permasalahani yangi akani diteliti.i Bahani hukumi tersieri merupakani bahani hukumi 

yangi bersumberi darii kamusi sertai interneti yangi berisikani penjelasani lebihi lanjuti 

mengenaii bahani hukumi sekunderi dani bahani hukumi primer. 

Tipei penelitiani yangi digunakani adalahi tipei penelitiani kualitatif.i Merupakani tipei 

penelitiani yangi menyajikani hasili penelitiani dalami bentuki deskripsii yangi 

berisikani hasili analisisi terhadapi sumberi datai sekunderi ataui kepustakaani yangi 

diperoleh. 
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3.3. Pendekatani Masalah 

Pendekatani masalahi yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi Pendekatani 

Perundang-Undangani dimanai pendekatani penelitiani dilakukani dengani 

menganalisisi kesesuaiani antarai Undang-Undangi terkaiti dengani permasalahani 

hukumi yangi akani diteliti,i dani Pendekatani Konseptuali merupakani pendekatani 

masalahi melaluii doktrini dani ilmui hukumi yangi berkembangi terkaiti permasalahani 

hukumi yangi akani diteliti. 

 
3.4. Pengolahani Data 

Pengolahani datai yangi akani digunakani tentunyai adalahi pengolahani datai Analisisi 

Kualitatifi dengani sifati deskripsi,i sertai pengolahani datai tabulasii dengani 

penggunaani tabeli untuki mempermudahi dalami memahamii data.i Dalami 

pengelolaani datai analisis,i kesimpulani dalami hasili penelitiani akani disajikani dalami 

bentuki deduktifi yangi disajikani dalami bentuki umumi dani kemudiani dilanjutkani 

dengani penyajiani aspeki khususi darii hasili analisisi data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terkait “Pemenuhan Hak Masyarakat 

Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung” yang telah dilakukan dapat  

disimpulkan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, dari memberikan 

pendapat, memberikan informasi, melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung hingga hak untuk 

terlibat dalam penganggaran infrastruktur jalan. Namun terdapat permasalahan 

masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Yakni, masyarakat sulit 

mendapatkan informasi yang transparan dikarenakan dikhawatirkan memicu 

kontroversi terutama untuk wilayah terpencil, banyaknya gangguan serta 

kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah dalam melakukan kegiatan 

laporan terkait jalan rusak, dan kurang cepatnya pemerintah dalam menanggapi 

laporan jalan rusak hingga kurangnya sosialisasi atas sarana dan tahapan cara 

masyarakat untuk melaporkan infrastruktur jalan yang rusak. Masyarakat juga 

masih merasakan nilai ganti rugi terkait kesalahan pembangunan dan kecelakaan 

akibat jalan rusak, tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. 

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak 

masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Diantaranya 

mengalokasikan dana sebesar Rp 814,7 Miliar, perencanaan perbaikan 

infrastruktur jalan sebanyak 72 ruas jalan dengan sisa 10 ruas jalan pengerjaan., 

hingga menetapkan target kinerja untuk kemantapan kondisi infrastruktur jalan. 

Namun kurangnya penganggaran, peraturan yang terkait, SDM yang kurang 
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memadai, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat Pemerintah 

dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang 

dapat diberikan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam “Pemenuhan Hak 

Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung”, sendiri diantaranya : 

1. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas masyarakat untuk mendapatkan 

informasi yang transparan terkait infrastruktur jalan terutama untuk 

wilayah terpencil. Meningkatkan kualitas aplikasi dan website penerimaan 

laporan kerusakan jalan, disertai dengan pengadaan sosialisasi tata cara 

pengaduan atas infrastruktur jalan yang rusak sehingga kegiatan pemberian 

pendapat dan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan 

penyelenggaraan jalan. Mengadakan musyawarah untuk menetapkan nilai 

ganti rugi atas kesalahan pembangunan dan kecelakaan akibat jalan rusak 

sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat, dengan nilai ganti rugi 

yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diperhitungkan. 

 

2. Pemerintah perlu meningkatkan APBD, serta pelaksanaan retribusi atas 

muatan lebih secara optimal, dan meningkatkan SDM. Pemerintah juga 

perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat, agar 

masyarakat lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan 

di Provinsi Lampung, baik dalam segi pengawasan, berpendapat, hingga 

penganggaran dan pemeliharaan jalan. Hal tersebut dapat dimulai dengan 

pengadaan sosialisasi dan pembinaan yang optimal dan menyeluruh 

kepada masyarakat. 
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